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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/ 9 /PBI/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
22/12/PBI/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL
MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL MELALUI BANK

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa  untuk  mendukung  pencapaian dan
pemeliharaan kestabilan nilai tukar rupiah, diperlukan
kerangka kerja sama penggunaan mata uang lokal
untuk penyelesaian transaksi Dbilateral antara
Indonesia dengan negara mitra,;

bahwa untuk mendorong penggunaan mata uang lokal
dalam penyelesaian transaksi bilateral antara
Indonesia dengan negara mitra diperlukan perluasan
jenis transaksi dengan menggunakan mata uang lokal;
bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor
22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi
Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank
perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang
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Mengingat

Menetapkan

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi
Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui
Bank;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3844);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020
tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral
Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6550);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
22/12/PBI/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI
BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL
MELALUI BANK.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia

Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi

Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6550) diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VII

TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD

2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 46
Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan
transaksi domestic non-deliverable forward di
Negara Mitra dalam mata uang rupiah terhadap
mata uang Negara Mitra.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan terhadap kerangka kerja sama LCS
tertentu.
Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka kerja
sama LCS tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan tata cara pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
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Pasal II

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku,
ketentuan:
a. Pasal 8 ayat (2); dan
b. sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 8

ayat (2) dalam Pasal 18 ayat (1),
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018
tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6252), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY





